
 
 

 

BUPATI PINRANG 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG 
NOMOR 3 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG 
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAWITTO  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PINRANG, 
 

Menimbang  : bahwa  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat 

kepada Pemerintah Daerah Air Minum dalam rangka 
Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada 
Pemerintah Pusat Secara Non Kas, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Kabupaten Pinrang kepada Perusahaan Daerah Air Minum 
Tirta Sawitto; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang 
Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-
undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729); 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang 
Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan 

Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 1990 
Nomor 2); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3); 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4);  

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 
2012 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 9); 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 

2013 tentang Pedoman Pembentukan Perda (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2013 Nomor 4);  
 
 

 
 

 
 



Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG 
 

dan 

 
BUPATI PINRANG 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  :   PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PENYERTAAN  MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN  PINRANG  KEPADA 
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAWITTO. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pinrang. 
4. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang 

semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan 

yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah. 
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik yang 

berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang. 

6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sawitto, yang selanjutnya disebut 
PDAM Tirta Sawitto adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sawitto 

Kabupaten Pinrang. 
 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
(1) Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur 

permodalan PDAM Tirta Sawitto dan meningkatkan kapasitas usaha  

guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan 
perekonomian daerah. 

(2) Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan 

produktivitas kinerja PDAM Tirta Sawitto yang efektif, efisien sekaligus 
dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli  

Daerah. 
 

BAB III 

PENYERTAAN  MODAL DAERAH 
 

Pasal 3 
(1) Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Sawitto Tahun 2016 ditetapkan 

sebesar Rp17.128.814.165,39 (tujuh belas milyar seratus dua puluh 

delapan juta delapan ratus empat belas ribu seratus enam puluh lima 
rupiah tiga puluh sembilan sen). 

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah secara Non 

Kas. 
 

 
 



Pasal 4 
Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Sawitto sebagaimana  dimaksud 

dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

BAB IV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 
Pasal 5 

(1) Atas dasar penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta 

Sawitto, Bupati  membentuk Tim yang berfungsi untuk melakukan 
kegiatan pembinaan, monitoring, dan/atau pengawasan. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 
 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Pinrang. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016 NOMOR 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG 
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.HAM 6.16516 


